
/

１

‘

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBOND0

PERATURAN DAERAII KABUPATEN SITUBONDO
NOⅣ10R 16 TAHUN 2004

TENTANG  `

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEI」AUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBoNDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

⌒ BUPATI SITIJBONDO,

: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2003

鵬爾鮮:鮮覆謙熟ζ稔譜職謂訓認Lten SitubondO NomOr 12 Tahun 2001
tcntang Susunan Organisasi dan Tata kcJa Dinas Kclautan dan Perikanan

Kabupaten SitubondO ditittau kcmbali;
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Undang-undang Nornor 22 l'ahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
l-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 3839) ;

lJndang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3848) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenang,an Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
4llM.PANl 212000 tentang Pembinaan Perikanan Darat oleh Departemen
Ekplorasi Laut dan Perikanan ,

Keputusan Menteri l)alant Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2l Tahun
2001 tentang T'eknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk
Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun
2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun
2001 tentang Lembaran I)aerah dan Berita Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor BA-67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
Peraturan Daerah Kabupaten situbondo Nomor l2 Tahun 2001 tentang
Susunan organisasi dan Tata Ke{a Dinas Kelautan dan perikanan
Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten situbondo Seri c,
tanggal 12 Pebruari200l, Nomor l2lc).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITIIBONDO

ⅣIEⅣlUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 12
TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORCANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SITUBONDO.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO.

13.

14

l)engan mencabuf :

Menetapkan
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BAB I

KETENTIJAN UⅣ IUⅣ[

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Pemerintah Kabupaten adalah Bupali beserta Perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Badan Ekskutif Daerah;

2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik
lndonesia;

3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah ;

4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
bcrdasarkan aspirasi nrasyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ;

5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah lertentu, berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia ;

6. Ilupati adalah Bupati Situbondo ,

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;

8. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Situbondo;

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Situbondo ;

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur
pelaksana operasional Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasa1 2

Dcngan Pcraturan Daerah ini dibcntuk E)inas Kclautan dan Pcrikanan
Kabupatcn Situbondo.

BABIⅡ
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

( l) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten di bidang Kelautan dan Perikanan ;

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah ,
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(3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rnelaksanakan tugasnya di bidang
teknis adnrinistrasi dibina dan dikoordinaksikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

l)inas Kr:lautan dan Pcrikanan mornpunyai tugas mcrnbantu Bupati dalam
melaksanakan kewenangan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas
Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan ;

b. Pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Kelautan
dan Perikanan ,

c. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umurn bidang Kelautan dan
Perikanan ;

d. Penyusunan program di bidang kelautan dan perikianan;

e. I)enatagunaan laut, pengembangan, mendayagunakan, dan penyerasian
penranfaatan sumber daya hayati laut ,

l. l'engcnrbangan dan penyisiran insitusi rnasyarakal dan dunia usaha bidang
ckplorasi darr e kllloitasi laut dan di bidang pcrikanan ;

g. l'cngololaun darr l)cngawasarr pusisir pantai, hutan bakau clan terumbu
karang ;

h. Pelaksanaan pcngkajian penerapan teknologi anjuran serta standarisasi ;

i. Ptlngkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
tugas di bidang kelautan dan perikanan ;

j Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kelautan dan
Perikanan ;

k. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;

l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ,

m. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

( l) Organisasi l)inas Kclautan dan l'}erikanan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;
b. Ilagian Tata Usaha;

9. Bidang-bidang;

d. Sub - sub Bagian ;

e. Seksi-seksi ;

f. Kelompok Jabatan h-ungsional ;

g. Unit Pclaksana "l'cknis Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Bidang
dipimpin oleh Kepala t3idang yang masing-masing berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
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(3) Ilagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kelautan
dan Perikanan.

Pasal 8

[Jntuk rnelaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tala
[Jsaha menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi
di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan ;

b. l)cnyusunan roncana kegiatan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan ;

c. Pelaksanaan urusan keuangan;

d. Pelaksanaan urusan bina prograrn ;

e. Pelakasanaan urusan Kepegawaian ;

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ,
g. Pelaksanakan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 9

( l) Bagian Tata Usaha, membawahi :

a. Sub. Bagian Umum;

b. Sub. Bagian Perencanaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua

BIDANG KELAUTAN

;

Bidang Kelautan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas'' dalam
mplaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengelolaan
sumber daya kelautan.

Pasal I 1

Unluk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10, Bidang
Kelautan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan dan evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya kelautan wilayah pengelolaan laut daerah ;



A

6

b. Penyusunan kebrjakan pengelolaan wtlayah pesisir,

c. l)cmbinaan kelernbagaan dan sumber daya manusia bidang kelautan serta
pemberdayaan masyarakat pesisir ;

d. Pembinaan konsertbsi dan rehabilitasi suberdaya laut ;

e. Penataan tata ruang laut dan tata guna wilayah pesisir;

f. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap ;

g, Perrbinaan penggunaan alat tangkap ikan dan hasil perikanan tangkap ;

h. Pernbinaan pengelolaan Pangkalan Pendaratan lkan (PPI) dan Tempat
Pelelangan Ikan ;

i. Pengkajian dan penerapan alat tangkap dan mesin perikanan tangkap ;

j Pelaksanaankegiatanketatausahaan;

k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

I'asal l2

(l) Bidang Kelautan membawahi .

a. Seksi I)ernanl'aalan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Pesisir;
b Scksi Krlnservasr.

(2) Masing-rnasing Ssksi sebagairnana tersebut pada ayat (l) dipimpin oleh
Kcpala Seksi yang bcrada di lrawah dan lrertanggung iawab kepada Kepala
Bidang Kelautan.

Bagian Ketiga

BIDANG PERIKANAN

Pasal 13

Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan
tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dibidang usaha perikarran.

Pasal l4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal l3 Bidang
Perikanan rnenyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan dan evaluasi pengelolaan sumberdaya perikanan ;

b. Pengamatan, pengidentifikasian, pemetaan, pengendalian dan
penanggulangan hama dan penyakit ikan ;

c. Pembinaan karanlina ikan ;

d. Pembinaan penerapan standar teknis pembenihan dan budidaya ikan ;

e. Pembinaan pengelola induk pokok benih ikan ,

f. Pembinaan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ,

g. Pembinaan penerapan alat dan mesin perikanan budidaya dan pengolahan ;

h. Pembinaan penerapan teknologi perikanan budidaya dan pengolahan ;

i. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

j Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Pasal 15,

(l ) Bidang Perikanan terdiri dari :

a. Seksi Budidaya Perikanan ;

b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perikanan.

Bagian Keempat

BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA PERAIRAN

Pasal 16

Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan mempunyai tugas membanlu kepala
Dinas dalam rnelaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang
pengawasan sumberdaya perairan.

Pasal l7

lJntuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 16 Bidang
Pengawasan Sumberdaya Perairan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan dan evaluasi pengawasan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya perikanan serta perlindungan wilayah sumber
daya kelautan dan perikanan ;

b. Pembinaan dan pelayanan izin usaha perikanan ,

c. Pembinaan, pengawasan dan perlindungan wilayah, sumber daya perairan
dari kerusakan dan pencemaran ;

d. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan
perikanan ,

e. Pengawasan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah laut dan
perairan ;

f. Pengawasan penggunaan pestisida dan obat-obatan ikan, pakan dan
peredaran sarana dan produksi perikanan ;

g Pengawasan standar tekrris dalam penggunaan Kapal Perairan sampai
dengan l0 GT serta alat dan mesin perikanan ;

h. Pengawasan kelembagaan usaha perikanan, sistim mutu, serta pengawasan

silsilah ikan ;

i. Pelahsanaan kegiatan ketatausahaan ;

j Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

( I ) Bidang Pengawasan Sumberdaya Perairan terdiri dari :

a. Seksi Pengendalian Sumberdaya Pirairan ;

b. Seksi Perizinan dan Pengawasan Usaha Perikanan.

7
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(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pengawasan Surnberdaya Perairan.

Bagian Kelima

KtrLOM POK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal l8

(l) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang
keahliannya,

(2) Kelompok Jabatan lrungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

lugns tsknis I)inas Kclaulan dan I'crikanan sesuai dengan bidang
kealrliarrnya;

(.i) Kclorrrllok .llballn liurrgsion:rl dikoordirrir ulch scorang tcnaga lungsional
scnior darr dalarn nrclaksarrakan tugasrrya lrertanggung jawall kcpada

Kcpala l)irras Kslauturt dan l)orikilrtatt ;

(4) Jurnlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja ;

(5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bagian Kelima
TINIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal l7
( l) Unit Pelaksana 'l'eknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang

rnenyelenggarakan sebagian urusan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam
suatu tugas teknis operasional tertentu ;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bcrtanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Unit Pelaksan Teknis Dinas diatur lebih lanjul dengan Keputusan Bupali.

BAB V
TA'TA KERJA

Pasal l8

(l) Semua satuan organisasi di lingkungan I)inas Kelautan dan Perikanan
dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan
pemanfbatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup dinas maupun
dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah

mendapatkan petunjuk dari Kepala Dinas ;
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(4) Kepala Bagian l'ata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan
dan pembinaan kepada bawahannya, serta melaporkan pelaksanaan

tugasnya menurut jenjan g j abatan masi ng-masing.

I}AI} VI
PIiNGANGKA'I'AN DAN PIiM IiDRII I'N'I'IAN

DALAM JABAI'AN

Pasal l9

(l) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;

(2) Kepala Sub Bagian, dan Kepala Scksi diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;

(3) Kelompok Jabatan liurngsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
pcraturan porundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

( l) Jabatan Struktural dan F-ungsional tidak boleh dirangkap ;

(2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat
dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VII
KETENTI)AN PERALIHAN DAN PENUTTJP

l'>asal 2l

tJraian tugas pokok masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas
Kelautan dan Perikanan akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan
berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
padatanggal 28 Januari 2004

BONDO,
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Di undangkan di Situbondo
panda tanggal 3 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KA
SITU30ND0

na Utama Muda
IP 510 051 844

l.liMl)AltAN l)AliltAll KAlll.Jl,A't'uN st'l'tjBoNDo 1'AIil.JN 2004, SEIil D, NOMOtt l5

Diumumkan di Situbondo
panda tanggal 5 Pebruari 2004

llllltl'l'A DAERAII KABUPATEN SI'IUBONDO TAHUN 2004, SERI D, NOMOR l5

An SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ina
0095416

(ll｀ 12S/KEl_じ lヽBAGAAN 20(〕 3/DINAS KELAUl｀ AN
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STRUKTUR ORGAN:SASi

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

llPT D

l′AMI)HtAN: PERATURAN DAEltAH KABtり PATEN
SITUBONDO
TANGGAL 三 28 JANUAR1 2004
NOMOR  : 16 TAHUN 2004

TUBONDO,

KEPAIJA DINAS

BAC:AN

TATA tJSAHA
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「
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SUB BACIAN

PERENCANAAN

St'B BACIAN

U～lUM

BIDANC

KEL′ AUTAN

BIDANG

PERIKANAN

BIDANG

PENGAWASAN SUMBER
DAYA PERAlRAN

SEKSI

PEヽ4ANFAATAN Stり「,4BER
DAYA KELAUTAN DAN
PENGEMBANGAN
PESiSiR

SEKSI

BUDIDAYA PERIKANAN

SEKSI

PENGENDALIAN
SUMBERDAYA
PERAIRAN

SEKSI

KONSERVASi

SEKSE

PENG01´AHAN DAN
PEMASARAN

SEKSI

PERIZINAN DAN
PENGAWASAN USAHA
PERIKANAN

.)tt tlr |,-
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PENJELASAN

ATAS

l)l]RA′ l｀ljRAN DAERAH KABIIPATEN SITUBOND0
N()Ⅳ1011 16′日

｀
AIItlN 2004

′
I｀ENTANG

SIISI〕 NAN ORCANISASI DAN TATA KERJA
l)INAS KEIプAUTAN DAN PERIKANAN KABllPATEN SITUBOND0

I'EN.I IiI,ASAN TJ IVI U NI

l)crtgan telah ditctapkannya l)eraturan l)emerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat [)aerah, maka status kelembagaan f)inas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Situbondo sebagirnana diatur dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo

Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Situbondo, l,ernbaran f)aerah Kabupalen Situbondo Seri C, tanggal l2
Pebruari 2001, Nomor l2lC, ditiniau kembali.

H.   PENJELASAN PASAL DEⅣ II PASAI」

I)asa! 1

⌒

ハ

Pasal ini memuat pengertian istilah

dalam Peraturan Daerah ini.

Pengertian tersebut dimaksudkan

tirnbulnya salah tafsir dalam

melaksanakan pasal-pasal yang

Pacraturan Daerah ini.

yang dipergunakan

untuk mencegah

memahami dan

tercantum dalarn

Pasal 2 sampai dcngan l7

Pasal l8 ayat ( I )

Cukup jelas

Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan
yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu
serta bersi flat mandiri.

Pasal I 8 ayat (2) sampai dengan : Cukup jelas
pasal 23

TAMBAHAN l′ EMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 23


